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BUPATI BANDUNG BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 29 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih mengoptimalkan peningkatan sistem 
pemungutan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan tata 

cara pendataan  yang penetapannya dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 
Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tata Cara 
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan 

Secara Lelang dlm rangka penagihan Pajak dg Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 2); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 
Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2012 Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah ( Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 

2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Pendataan objek pajak dan subjek pajak dilakukan dengan menggunakan 
formulir SPOP. 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 
benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya 
dan disampaikan kepada Dinas, selambat-lambatnya 15 (tiga puluh) hari 

kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. 

(3) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dicatat oleh Petugas Dinas secara periodik tiap bulan, selambat-
lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 

(4) Dalam hal SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah berakhirnya 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak 
terhutang ditetapkan secara jabatan.  

(5) Bentuk dan Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Petugas Dinas 

melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume 
pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib 
pajak berdasarkan penggunaan meter air (water meter) yang diidentifikasi 

dengan menggunakan sistem barcode. 
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(2) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (water meter) 
ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air 
Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data 

pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa: 

a. Kapasitas pompa; 

b. Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan 
hari di bulan berjalan. 

(3) Apabila meter air (water meter) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan 

pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air 
selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data 

pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa : 

a. Kapasitas pompa; 

b. Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan 

hari di bulan berjalan. 

(4) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara 
atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Dinas. 

(5) Hasil pendataan dan/atau pencatatan meter air (water meter) 
sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam bentuk penetapan NPA 

oleh Dinas sebagai dasar penetapan pajak yang ditetapkan oleh SKPD. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 29 Agustus 2013 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 29 Agustus 2013 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 MAMAN S. SUNJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 28 SERI B 


